BAB 11
KAJIAN TEORITIK
A. Kebijakan Pendidikan
1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan (policy) secara etimologi diturunkan dari bahasa
Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (city). Dalam hal ini, kebijakan
berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola
formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal
itu mereka berusaha mengejar tujuannya (Monahan dalam Syafaruddin).
Abidin® menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat
umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat.

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal
organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan
untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan
menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat
dalam berprilaku®. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan
proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation),
kebijakan lebih adaptif dan interpratatif, meskipun kebijakan juga
mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga

diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal

' Syafaruddin, Efektivitas Kebijakan Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 75.

* Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik (Jakarta: Suara Bebas, 2006), 17.

> William N Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Jogjakarta: Gajah Mada University
Press, 2003), 6.
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yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai
kondisi spesifik yang ada.

Sedangkan menurut United Nation sebagaimana dikutip oleh
Solichin (2014)*Kebijakan merupakan pedoman untuk bertindak. Pedoman
itu bisa saja amat sederhana atau kelompok, bersifat umum atau khusus,
luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat
kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya
seperti ini mungkin berupa suau deklarasi mengenai suatu dasar pedoman
bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-
aktivitas tertentu, atau suatu rencana.

Pendapat ini diperkuat oleh Friedrich dan Knoepfel (2007) yang
memaknai kebijakan sebagai sebuah rangkaian keputusan atau tindakan-
tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang diantara
berbagai aktor, baik publik/pemerintah maupun swasta yang terlibat
berbagai cara dalam merespons, mengidentifikasikan, dan memecahkan
suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai publik.

Dari definisi kebijakan di atas, memberikan makna bahwa
kebijakan sering dipergunakan dalam konteks tindakan-tindakan atau
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para aktor dan institusi-institusi
pemerintah serta perilaku pada umumnya. Makna kebijakan juga sering
dikonotasikan dengan sebagai politik karena membawa konsekwensi

politis dan perilaku politik. Dengan makna lain kebijakan adalah a means

* Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan: dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model
Implementasi Kebijakan Publik (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 9.



46

to an end, alat untuk mencapai sebuah tujuan. Kebijakan publik pada
akhirnya menyangkut pencapaian tujuan publik. Artinya, kebijakan publik
adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai
hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen
pemerintah. Sebuah kebijakan tanpa tujuan tidak memiliki arti, bahkan
tidak mustahil akan menimbulkan masalah baru.

Menurut Hogwood dan Gunn (1990) menyatakan bahwa kebijakan
publik merupakan seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk
mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna ,kebijakan*
hanyalah milik atau domain pemerintah saja. Organisasi non pemerintah
seperti lembaga pendidikan memiliki kebijakan-kebijakan pula. Namun
kebijakan mereka tidak dapat diartikan sebagai kebijakan publik karena
tidak dapat memakai sumberdaya publik atau memiliki legalitas hukum
sebagaimana lembaga pemerintah.

Definisi yang sama juga diungkapkan oleh Robert Eyestone
bahwa kebijakan publik memiliki makna yang sangat luas yaitu sebagai
hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Mengacu pada
definisi yang diungkapkan oleh Hogwood dan Gunn, Bridgman dan Davis®
menyatakan bahwa kebijakan publik setidaknya mencakup (1) bidang
kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan

yang ingin dicapai; (2) proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-

> Robert Eyestone, The Thread of Policy: A Study in Policy Leadership (Indianapolis: Bobs Merril,
1971), 18.

% Bridgman, Peter dan Glyn Davis, The Australian policy Handbook (Crows Nest: Allen and
Unwin, 2004), 7.
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keputusan pemerintah yang telah dipilih; (3) kewenangan seperti undang-
undang atau peraturan pemerintah; (4) program, yakni seperangkat
kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumberdaya lembaga.

Definisi yang hampir serupa diungkapkan oleh James P. Lester dan
Joseph Stewart yang mengatakan :

(13

...Thomas R Dye..defines public policy as “what government do, whey
they do it, and what differences it makes”...Harold Laswell...defines
public policy as “a projected program of goals, values and practices”.
David Eston see it as “the impact of govermment activity”...Austin
Ranney sees public policy as “a selected line of action or a declaration
of intent”. Finally, James Anderson defines the terms as “ a purposeive
course of action followed by an actor ao set of actors in dealing with a
problem or matter of concern...””’

Kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling
bertautan, yakni sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum
(authitative choice), sebagai hipotesis (hypothesis), dan sebagai tujuan
(objective)®

Dari definisi di atas maka dapat ditarik beberapa ciri kebijakan
publik yaitu : Pertama, kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat
oleh negara, yaitu berkenaan dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan
yudikatif. Kedua, kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur
kehidupan bersama atau kehidupan publik, dan bukan mengatur kehidupan

orang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di

wilayah lembaga publik. Kebijakan publik mengatur masalah bersama,

atau masalah pribadi atau golongan, yang sudah menjadi masalah bersama

’ Dwidjowijoto, Kebijakan Publik: perumusan, implementasi dan Evaluasi (Jakarta : Elex Media
Gramedia, 2003), 1-3.
¥ Bridgman, Peter dan Glyn Davis, The Australian Policy ,4- 7.
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dari seluruh masyarakat di daerah itu’. Ketiga, dikatakan sebagai kebijakan
publik jika terdapat tingkat eksternalitas yang tinggi, yaitu dimana
pemanfaatan atau yang terpengaruh bukan saja pengguna langsung tapi
juga yang tidak langsung.

Sementara menurut Wahab selain ciri-ciri di atas, kebijakan publik
memiliki makna yaitu : Pertama, kebijakan publik merupakan tindakan
yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu, daripada
sekedar sebagai bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba
acak (at random), asal-asalan dan serba kebetulan. Kedua, kebijakan pada
hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola,
mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pekabat-pejabat
pemerintah dan bukan keputusan-keputusan yang bediri sendiri. Ketiga,
kebijakan ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-
bidang tertentu. Keempat, kebijakan publik mungkin berbentuk positif,
mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik
mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang
dimaksudkan untuk memengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu.
Sementara dalam bentuknya yang negatif, ia kemungkinan meliputi
keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak
melakukan tindakan apa pun dalam masalah-masalah ada campur tangan

pemerintah yang amat dibutuhkan. "

? Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan yang Unggul (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 33-34.
"Solichin Abdul Wahab, Analsis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model
Implementasi Kebijakan Publik (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 20-22.
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Dengan demikian kebijakan publik memiliki makna “paksaan” yang
secara potensial sah bila dilakukan. Sifat memaksa tidak dimiliki oleh
kebijakan yang diambil oleh organisasi-organisasi swasta, hal ini memiliki
makna bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari
masyarakat. Sifat inilah yang membedakan kebijakan publik dengan

kebijakan lainya.

2. Langkah-Langkah Membuat Kebijakan
Menurut Lester dan Stewart, studi kebijakan publik kini telah meliputi
berbagai tahap seperti terangkum dalam lingkaran kebijakan publik (public
cycle) yang meliputi tahapan yaitu 1) agenda setting, 2) policy
formulation, 3) policy implementation, 4) policy evaluation, 5) policy

change, dan 6) policy termination™.

Problem for
) Government

~
stage 6 stage 1
policy '
termination agenda setting
Srage s stage 2
policy .
change policy

stage 4 stage 3

policy policy
evaluatin <— | implementation

Gambar 2.1Policy Cycle™

" James P Lester and J Stewart, Public Policy: An Evaluation Approach (The University of
California: Wadsworth Thomson Learning, 2000), 46.
2 Ibid, 60.



50

Tahap penyusunan agenda pembuat kebijakan mengumpulkan
masalah-masalah publik. Dari masalah publik kemudian dianalisis dan
diikuti penyusunan pembuatan kebijakan. Siklus berikutnya ialah
menerapkan kebijakan tersebut ke dalam masyarakat, dan diikuti dengan
mengevaluasi. Dengan menganalisis hasil evaluasi, maka dibuatlah
penyesuaian atau perubahan bagi penyempurnaan policy. Langkah terakhir
adalah dari siklus pembuatan kebijakan ialah mengakhiri kebijakan karena
tujuan sudah tercapai. Sementara menurut Dunn®? tahap dalam melakukan
policy melalui lima langkah yaitu 1) penyusunan agenda, 2) melalui
formulasi kebijakan, 3) adopsi kebijakan, 4) implementasi kebijakan, 5)
penilaian/ evaluasi kebijakan. Kelima tahapan ini menjadi berurutan secara
hirarkhi, kesemuanya tahapan perlu dikelola dan dikontrol oleh pembuat

yang sekaligus pelaksana kebijakan publik.

Peyusunan Agenda

v

Formulasi Kebijakan

v

Adopsi Kebijakan

v

[ Implementasi Kebijakan ]
[ Evaluasi Kebijakan ]

Gambar 2.2 Siklus Pembuatan Kebijakan

" William Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gajahmada University
Press, 1999), 24-25.
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Tahapan pertama: yaitu melakukan penyusunan agenda kebijakan
yang akan diberlakukan dengan melihat pada kebutuhan. Para pembuat
kebijakan dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda politik.
Pada tahap ini setidaknya ada tiga langkah yang harus dilakukan: (1)
menyepakati kriteria alternative, (2) penentuan alternatif terbaik dengan
tujuan agar semua manfaat dan kerugian, kesulitan dan kemudahan,
dampak negatif dan positif hasil berupa dapat terungkap, (3) pengusulan
alternatif terbaik.'*

Tahap kedua: formulasi kebijakan yaitu masalah yang telah masuk ke
agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan.
Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan
masalah publik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai
alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives) yang ada.

Tahap ketiga: adopsi kebijakan yaitu dari sekian banyak alternatif
kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya
salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan
mayorotas legislatif, konsensus antara direktur lembaga dan keputusan
peradilan.

Tahap keempat: implementasi kebijakan yang telah diambil
dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan

sumberdaya finansial dan manusia’®. Tahap kelima: evaluasi kebijakan

' Yeremias, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu (Yogyakarta:
Gavamedia.2008),71-76.
"> Budi Winarno, Kebijakan Publik : Teori, proses dan Studi Kasus (Yogyakarta: CAPS. 2012),

123-125.
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yaitu kebijakan yang telah dilaksanakan akan dinilai atau dievaluasi, untuk
melihat keberhasilan dari kebijakan yang telah dibuat.

Langkah-langkah membuat kebijakan di atas memberikan makna
bahwa sebuah kebijakan harus dilakukan secara bertahap dan melalui
sebuah proses yang perencanaa, implementasi dan evaluasi.

Selain model kebijakan Dunn dan Sterwart, yaitu teori yang
dikembangkan oleh Weimar-Vining dimana langkah-langkah kebijakan
yang perlu diperhatikan adalah framing. Dimana metode framing yang

fokus kepada dua kemungkinan akar masalah, apakah government failure

. 16
atau market failure.
ANALISIS SOLUSI KOMUNIKASI
ANALISIS MASALAH 1 Menentukan kriteria menyampalkan saran
1. Memahami Masalah. solusi ke klien
a. Menerima masalah : 2 Spesifikasi alternatif
penilaian gejala. kebijakan

3 evaluasi: prediksi
dampak alternatif
rekomendasi tindakan

b. Memetakan masalah :
analisis pasar dan 4
kesalahan pemerintah

c. Pemodelan Masalah:
identifikasi variable

kebijakan
2. Pemilihan dan penjelasan MENGUMPULKAN
. INFORMASI
tujuan yang relevan Identifikasi dan organisasi
3. Memilih metode yang sesuai data yang relevan, teori dan
fakta untuk menilai masalah
dan prediksi

Gambar. 2.3 Model Kebijakan Weimar-Vining
Ada juga model policy making process yang diungkapkan oleh
Shafritz dan Russel'’ yang terdiri dari (1) agenda setting dimana isu-isu
kebijakan diidentifikasi, (2) keputusan untuk melakukan atau tidak

melakukan kebijakan, (3) implementasi, (4) evaluasi program dan analisis

16 Riant Nugraha, Public Policy: Teori Manajemen, DInamika, Analisis, 296.
'7 Safritz, JM and E.W. Russel,/ntroduction Public Administration (New York: Addison
Education Publisher Inc), 1.
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dampak, (5) feedback yaitu memutuskan untuk merevisi atau
menghentikan.

Bagi Patton & Sawicki'® proses kebijakan setidaknya harus
melakukan yaitu diawali dengan (1) mendefinisikan masalah yang muncul,
(2) menentukan kreteria, (3) melakukan identifikasi kebijakan alternatif,
(4) melakukan evaluasi kebijakan alternatif, (5) melakukan pemilihan

kebijakan, (6) melaksanakan kebijakan.

define the
problem

determine
evaluation
citeria

implement the
preferred policy

identify
alternative
policies

select prefered
policy

evalution

alternative
policies

Gambar 2.4 Proses Kebijakan Patton & Sawicki
Proses pembuatan keputusan yang dipilih oleh para pembuat
keputusan menganut model rasional, inkrimental, sistem, mixed scanning,
mereka harus memiliki landasan untuk melakukan pilihan-pilihan tersebut.

Artinya para pembuat keputusan harus mempunyai kriteria-kriteria tertentu

'® Ibid, 308.
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untuk menetapkan pendekatan yang dipakai. Beberapa keputusan yang
diambil mungkin merupakan hasil kesempatan yang memang ada.

Selain itu keputusan juga bisa dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi para
pembuat keputusan. Menurut James Anderson'® mengungkapkan nilai-
nilai yang dapat membantu dalam mengarahkan perilaku pembuat
keputusan yaitu: pertama, Nilai politik. Pembuat keputusan mungkin
menilai alternatif-alternatif kebijakan berdasarkan pada kepentingan partai
politiknya beserta kelompoknya. Keputusan yang dibuat didasarkan pada
keuntungan politik dengan dipandang sebagai sarana untuk mencapai
tujuan-tujuan partai atau tujuan-tujuan kelompok kepentingan. Para
ilmuwan politik sering menggunakan perspektif ini dalam mempelajari dan
menilai pembentukan kebijakan.

Kedua. Nilai-nilai organisasi. Para pembuat keputusan, khususnya
para birokrat mungkin dipengaruhi pula oleh nilai-nilai organisasi.
Organisasi-organisasi, seperti badan administratif mengunakan banyak
imbalan dan sanksi dalam usahanya untuk mempengaruhi anggota-
anggotanya menerima dan bertindak atas dasar nilai-nilai organisasi yang
telah ditentukan.

Ketiga, nilai-nilai  partai. Usaha untuk melindungi dan
mengembangkan kepentingan ekonomi, reputasi atau kedudukan sejarah
seorang mungkin pula merupakan kriteria keputusan. Seorang politisi yang

menerima suap untuk membuat keputusan tertentu.

' Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus (Yogyakarta: CAPS, 2012),

137-138.



55

Keempat, nilai-nilai kebijakan. Para pembuat keputusan politik tidak
hanya dipengaruhi oleh perhitungan-perhitungan keuntungan, organisasi-
organisasi atau pribadi, namun para pembuat keputusan mungkin bertindak
dengan baik atas dasar persepsi mereka tentang kepentingan masyarakat
atau kepercayaan-kepercayaan mengenai apa yang merupakan kebijakan
publik secara moral benar dan pantas.

Kelima, nilai-nilai ideologi. 1deologi merupakan seperangkat nilai-
nilai dan kepercayaan yang berhubungan secara logis yang memberikan
gambaran dunia yang disederhanakan dan merupakan pedoman bagi rakyat
untuk melakukan tindakan.

Kelima nilai di atas akan sedikit banyak berpengaruh pada hasil
keputusan. Salah satu nilai yang sangat berpengaruh akan bisa dilihat pada
sisi evaluasi kebijakan. Evaluasi dengan menggunakan sistem sistematis
atau juga sering disebut sebagai evaluasi ilmiah merupakan evaluasi yang
mempunyai kemampuan lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan
dibandingkan dengan tipe evaluasi yang lain. Suchman yang dikutip oleh
Budi W* mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yakni :
1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.

2. Analisisis terhadap masalah

(98]

Deskripsi dan standarisasi kegiatan.

4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi.

2 1bid., 233-234.
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5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari
kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.
Menurut Suchman mendefinisikan masalah merupakan tahapan yang
paling penting dalam evaluasi kebijakan. Kegagalan dalam mendefinsikan
masalah akan berakibat pada kegagalan dalam memutuskan tujuan-tujuan.
Pada sisi yang lain, dampak dari sebuah kebijakan mempunyai
beberapa dimensi dan semua harus diperhitungkan dalam evaluasi.
Pertama, dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak
kebijakan pada orang yang terlibat. Dengan demikian, mereka atau
individu-individu yang diharapkan untuk dipengaruhi oleh kebijakan harus
dibatasi. Kedua, kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-
keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kabijakan.
Ketiga, kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-
keadaan sekarang dan kedaan masa yang akan datang. Keempat, evaluasi
juga menyangkut unsur yang lain, yakni biaya langsung yang dikeluarkan

untuk membiayai program-program kebijakan publik.*’

3. Model Perumusan Kebijakan
a. Model Kelembagaan (institusionalisme)
Model kelembagaan berpendapat bahwa tugas membuat kebijakan
publik adalah tugas pemerintah. Jadi apapun yang telah dibuat

pemerintah, dengan cara apapun adalah kebijakan publik. Model ini

2 1bid., 237-238.
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mendasarkan kepada fungsi-fungsi kelembagaan dari pemerintah, di
setiap sektor dan tingkat, di dalam perumusan kebijakan. Menurut
Dye lembaga pemerintah memberikan kebijakan dengan tiga ciri
utama vyaitu (1) lembaga Negara itu memberikan pengesahan
(legitimasi), (2) kebijakan Negara itu bersifat universal dalam arti
bahwa hanya kebijakan-kebijakan negara yang dapat disebarluaskan,
(3) hanya pemerintah yang memegang hak monopoli untuk

memaksakan secara sah kebijakan kepada masyarakat.?

b. Model Sistem

Paine dan Naumes menawarkan suatu model proses pembuatan
kebijakan merujuk pada model sistem yang dikembangkan oleh
David Easton. Model ini menurut Paine dan Naumes merupakan
model deskripitif karena lebih berusaha menggambarkan senyatanya
yang terjadi dalam pembuatan kebijakan. Menurut Paine dan Naumes,
model ini disusun hanya dari sudut pandang para pembuat kebijakan.
Dalam hal ini para pembuat kebijakan dilihat perannya dalam
perencanaan dan pengkoordinasian untuk menemukan pemecahan
masalah yang akan (1) menghitung kesempatan dan meraih atau
menggunakan dukungan internal dan eksternal, (2) memuaskan
permintaan lingkungan, dan (3) secara khusus memuaskan keinginan

atau kepentingan para pembuat kebijakan itu sendiri.

2 Thomas R Dye, Understanding Public Policy, (New Jersey: Prentice Hall. 2011),_20.
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Dengan merujuk pada pendekatan sistem yang ditawarkan oleh
Easton, Paine dan Naumes menggambarkan model pembuatan
kebijakan sebagai interaksi yang terjadi antara lingkungan dengan
para pembuat kebijakan dalam suatu proses yang dinamis.

Model ini mengasumsikan bahwa dalam pembuatan kebijakan
terdiri dari interaksi yang terbuka dan dinamis antar para pembuat
kebijakan dengan lingkungannya. Interaksi yang terjadi dalam bentuk
keluaran dan masukan (inputs dan outputs). Keluaran yang dihasilkan
oleh organisasi pada akhirnya akan menjadi bagian lingkungan dan
seterusnya akan berinteraksi dengan organisasi. Paine dan Naumes
memodifikasi pendekatan ini dengan menerapkan langsung pada

proses pembuatan kebijakan.

Pola Struktur, program

nilai minat diri <
Kekuatan Lingkungan sumber Politik
N Eksternal dan internal
Permintaan Kebutuhan \L
kesempatan ——>  Kekuatan interaksi &
kapabilitas struktur
dukungan

obyektif, strategis, peran

.Change In " perilaku . |
—  Enviromental Force keluaran organisasi
masukan Timbalbalik keluaran

Gambar 2.6 Model Pained Dan Naumes
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Menurut model sistem, kebijakan politik dipandang sebagai
tanggapan dari suatu sistem politik terhadap tuntutan-tuntutan yang
timbul dari lingkungan yang merupakan kondisi atau keadaan yang
berada diluar batas-batas politik. Kekuatan-kekuatan yang timbul dari
dalam lingkungan dan mempengaruhi sistem politik dipandang
sebagai masukan-masukan (inputs) sebagai sistem politik, sedangkan
hasil-hasil yang dikeluarkan oleh sistem politik yang merupakan
tanggapan terhadap tuntutan-tuntutan tadi dipandang sebagai keluaran
(outputs) dari sistem politik.

Tuntutan-tuntutan timbul bila individu atau kelompok-kelompok
dalam sistem politik memainkan peran dalam mempengaruhi
kebijakan publik. Kelompok-kelompok ini secara aktif berusaha
mempengaruhi kebijakan publik. Sedangkan dukungan (supports)
diberikan bila individu-individu atau kelompok-kelompok dengan cara
menerima hasil-hasil pemilihan-pemilihan, mematuhi undang-undang,
membayar pajak dan secara umum mematuhi keputusan-keputusan
kebijakan. Suatu sistem menyerap bermacam-macam tuntutan yang
kadangkala bertentangan antara satu dengan yang lain.

Untuk mengubah tuntutan-tuntutan menjadi hasil-hail kebijakan
(kebijakan-kebijakan publik), suatu sistem harus mampu mengatur
penyelesaian-penyelesaian ~ pertentangan  atau  konflik  dan
memberlakukan penyelesaian-penyelesaian ini pada pihak yang

bersangkutan. Oleh karena suatu sistem dibangun berdasarkan
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elemen-elemen yang mendukung sistem tersebut dan hal ini
bergantung pada interaksi antara berbagai subsistem, maka suatu
sistem akan melindungi dirinya melalui tiga hal, yakni: 1)
menghasilkan  outputs yang secara layak memuaskan, 2)
menyandarkan diri pada ikatan-ikatan yang berakar dalam sistem itu
sendiri, dan 3) menggunakan atau mengancam untuk menggunakan

kekuatan (penggunaan otoritas).

Model Penyelidikan Campuran (mixed scanning)

Ketiga model yang telah dipaparkan sebelumnya, yakni model
sistem, model rasional komprehensif dan model inkremental pada
dasarnya mempunyai keunggulann dan kelemahannya masing-masing.
Oleh karena itu, dalam rangka mencari model yang lebih
komprehensif, Amitai Etzioni mencoba membuat gabungan antara
keduanya dengan menyarankan penggunaan mixedscanning. Pada
dasarnya ia menyetujui model rasional, namun dalam beberapa hal ia
juga mengkritiknya. Demikian juga, ia melihat pula kelemahan-
kelemahan model pembuatan keputusan inkremental.

Menurtu Etzioni, keputusan yang dibuat para inkrementalis
merefleksikan kepentingan kelompok-kelompok yang paling kuat dan
terorganisir dalam masyarakat, sementara kelompok-kelompok yang
lemah tidak terorganisir secara politik diabaikan. Di samping itu,
dengan memfokuskan pada kebijakan-kebijakan jangka pendek dan

terbatas, para inkrementalis mengabaikan pembaruan sosial yang
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mendasar. Keputusan-keputusan yang besar dan penting, seperti
pernyataan perang dengan negara lain tidak tercakup dengan
inkrementalisme. Sekalipun jumlah keputusan yang dapat diambil
dengan menggunakan model rasional terbatas, tetapi keputusan-
keputusan yang mendasar menurut Etzioni adalah sangat penting dan
seringkali memberikan suasana bagi banyak keputusan yang bersifat
inkremental.

Etzioni memperkenalkan mixed scanning sebagai suatu
pendekatan terhadap pembuatan keputusan yang memperhitungkan
keputusan-keputusan pokok dan inkremental, menetapkan proses-
proses pembuat kebijakan pokok urusan tinggi yang menentukan
petunjuk-petunjuk  dasar, proses-proses yang mempersiapkan
keputusan-keputusan pokok dan menjalankannya setelah keputusan itu
tercapai.

Strategi penyelidikan campuran (mixed scanning strategy)
menggunakan elemen-elemen dari dua pendekatan dengan
menggunakan dua kamera, yakni sebuah kamera dengan sudut
pandang lebar yang mencakup semua bagian luar angkasa, tetapi tidak
sangat terperinci dan kamera yang kedua membidik dengan tepat
daerah-daerah yang diambil oleh kamera pertama untuk mendapatkan
penyelidikan yang mendalam. Menurut Etzioni, daerah-daerah tertentu
mungkin luput dari penyelidikan campuran ini, namun pendekatan ini

masih lebih baik dibandingkan dengan inkrementalisme yang
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mungkin tidak dapat mengamati tempat-tempat yang kacau di daerah-
daerah yang tidak dikenal.

Dalam penyelidikan campuran para pembuat keputusan dapat
memanfaatkan teori-teori rasional komprehensif dan inkremental
dalam situasi-situasi ayang berbeda. Dalam beberapa hal, mungkin
pendekatan inkrementalisme mungkin telah cukup memadai namun
dalam situasi yang lain dimana masalah yang dihadapi berbeda, maka
pendekatan yang lebih cermat dengan menggunakan rasional
komprehensif mungkin jauh lebih memadai.

Penyelidikan campuran juga memperhitungkan kemampuan-
kemampuan yang berbeda dari para pembuat keputusan. Semakin
besar kemampuan para pembuat keputusan memobilisasi kekuasaan
untuk melaksanakan keputusan, maka semakin besar pula
penyelidikan campuran dapat digunakan secara realistis oleh para para
pembuat keputusan. Menurut Etzioni, bila bidang cakupan
penyelidikan campuran semakin besar, maka akan semakin efektif

pembuatan keputusan tersebut dilakukan.

Model Proses

Model proses berasumsi bahwa politik merupakan sebuah
aktivitas sehingga mempunyai proses. Untuk itu, kebijakan publik
merupakan juga proses politik yang menyertakan rangkaian kegiatan-

kegiatan secara berurutan : (1) identifikasi permasalahan, (2) menata
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agenda, (3) perumusan proposal kebijakn, (4) legitimasi kebijakan, (5)

implementasi kebijkan, (6) evaluasi kebijakan®

Model Teori Kelompok

Model ini mengandaikan kebijakan sebagai titik keseimbingan
(equilibrium) yaitu interaksi di dalam kelompok akan menghasilkan
keseimbangan dan keseimbangan adalah yang terbaik. Individu dalam
kelompok berkepentingan berinteraksi secara formal maupun
informal, secara langsung, atau melalui media masa, kemudian
menyampaikan tuntutanya kepada pemerintah untuk mengeluarkan
kebijakan publik yang diperlukan. Sementara itu peran dari sistem
politik adalah untuk memanajemeni konflik yang muncul adanya
perbedaan tuntutan, melalui merumuskan aturan main antar kelompok
kepentingan, menata kompromi dan membuat keseimbangan
kepentingan, memungkinkan terbentuknya kompromi di dalam
kebijakan publik (yang akan dibuat), dan memperkuat kompromi-

kompromi tersebut®*

Model Teori Elite

Teori elite berkembang dari teori politik elit-massa yang
melandaskan diri pada asumsi bahwa di dalamsetiap masyarakat pasti
terdapat dua kelompok, yaitu pemegang kekuasaan (elif) dan yang

tidak memegang kekuasaan (massa). Teori ini beranggapan bahwa

» Thomas R Dye, Understanding, 21-22.

* 1bid, 25-26.
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sedemokratis apapun selalu ada bias di dalam formulasi kebijakan,
karena pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan merupakan
preferensi politik dari para elit. Dalam model elite lebih banyak
mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai elit dibandingkan dengan
memperhatikan tuntutan-tuntutan rakyat banyak. Sehingga perubahan
kebijakan publik hanyalah dimungkinkan sebagai suatu hasil dari
merumuskan kembali nilai-nilai elite tersebut yang dilakukan oleh
elite itu sendiri.

Dalam model ini ada 3 lapisan kelompok sosial:

1. Lapisan atas, dengan dengan jumlah yang sangat kecil (elit) yang
selalu mengatur.

2. Lapisan tengah adalah pejabat dan administrator.

3. Lapisan bawah (massa) dengan jumlah yang sangat besar sebagai
yang diatur.

Isu kebijakan yang akan masuk agenda perumusan kebijakan
merupakan kesepakatan dan juga hasil konflik yang terjadi diantara
elit politik sendiri. Sementara masyarakat tidak memiliki kekuatan
untuk mempengaruhi dan menciptakan opini tentang isu kebijakan
yang seharusnya menjadi agenda politik di tingkat atas. Sementara
birokrat/administrator hanya menjadi mediator bagi jalannya

informasi yang mengalir dari atas ke bawah.
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g. Model Rasional

Mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik sebagai
perolehan sosial maksimum (maximum social gain) yang berarti
pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang
memberikan manfaat optimum bagi masyarakat.Model rasional adalah
»fasional” dalam pengertian bahwa model tersebut memberikan
preskripsi berbagai prosedur pengambilan keputusan yang akan
menghasilkan pilihan cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan
kebijakan.

Teori-teori rasionalis berakar dalam aliran-aliran pemikiran
positifisme dan rasionalisme jaman pencerahan yang berusaha untuk
mengembangkan pengetahuan yang ilmiah untuk meningkatkan
kondisi hidup manusia. Ide-ide ini didasarkan pada keyakinan bahwa
berbagai permasalahan sosial seharusnya diselesaikan melalui cara
yang ,,ilmiah” dan ,,asional”, melalui pengumpulan segala informasi
yang relevan dan berbagai alternatif solusi, dan kemudian memilih
alternatif yang dianggap terbaik. Model rasional menyimpulkan
bahwa berbagai keputusan publik pada prakteknya tidak
memaksimalkan manfaat di atas beban, tetapi hanya cenderung untuk
memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh para pengambil keputusan
untuk diri mereka sendiri dalam masalah yang sedang menjadi
perhatian. ,Satisfying criterion’ ini adalah sesuatu yang nyata, sebagai

sesuatu muncul dari hakekat rasionalitas manusia yang terbatas.
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h. Model Inkrimentalis

Model ini merupakan kritik terhadap model rasional. Model
inkrimentalis berpendapat bahwa para pembuat kebijakan tidak pernah
melakukan proses seperti yang disyaratkan oleh pendekatan rasional
karena mereka tidak cukup waktu, intelektual, maupun biaya ada
kekhawatiran muncul dampak yang tidak diinginkan akibat kebijakan
yang belum pernah dibuat sebelumnya. Model ini mencoba untuk
menyesuaikan dengan realitas kehidupan praktis dengan mendasarkan
pada pluralitas dan demokrasi, maupun keterbatasan-keterbatasan
kemampuan manusia. Landasan pokok rasional model ini adalah
bahwa perubahan inkrimental memberikan tingkat maksimal
keamanan dalam proses perubahan kebijakan. Semua pengetahuan
yang bisa dipercaya didasarkan pada acara satu-satunya untuk
mengambil keputusan tanpa menimbulkan resiko dengan melanjutkan
kebijakan sesuai dengan arah tujuan kebijakan lama membatasi
pertimbangan-pertimbangan kebijakan alternatif dengan kebijakan-
kebijakan yang secara relatif mempunyai tingkat perbedaan yang kecil

dengan kebijakan sekarang yang berlaku.

i. Model Strategis
Disebut strategis adalah intinya pendekatan ini menggunakan
rumusan runtutan perumusan strategis sebagai basis perumusan
kebijakan. Perumusan makna strategis yaitu upaya yang didisiplinkan

untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan
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memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainya) apa yang

dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan hal

seperti itu. Perencanaan strategis mensyaratkan pengumpulan
informasi secara luas, eksplorasi alternatif, dan menekankan implikasi
masa depan dengan keputusan sekarang.

Perencanaan strategis lebih memfokuskan pada identifikasi dan
pemecahan isu-isu, lebih menekankan kepada penilaian terhadap
lingkungan luar dan di dalam organisasi, dan berorientasi pada
tindakan. Proses perumusan strategis melalui langkah-langkah sebagai
berikut :

1. Memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis
yang meliputi kegiatan.

2. Memahami manfaat proses perencanaan strategis,
mengembangkan kesepakatan awal.

3. Merumuskan panduan proses.

4. Memperjelas mandat dan misi organisasi, yang meliputi kegiatan
perumusan misi dan mandate orgnasisasi.

5. Menilai kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman. Proses
ini melibatkan kegiatan perumusan hasil kebijakan yang
diinginkan, manfaat-manfaat kebijakan, analisis SWOT (penilaian
lingkungan eksternal dan internal), proses penilaian, panduan

proses penilaian.
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6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi. Proses ini
melibatkan kegiatan-kegiatan merumuskan hasil dan manfaat
yang diinginkan dari kebijakan.

7. Merumuskan strategis untuk mengelola isu.”

J. Model Deliberatif

Pada intinya kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah harus
merupakan pilihan publik yang menjadi pengguna (Beneficiaries atau
consumer dalam konsep ekonomi). Dengan demikian, proses
formulasi kebijakan publik melibatkan publik melalui kelompok-
kelompok kepentingan. Secara umum, ini adalah konsep formulasi
kebijakan publik yang paling demokratis karena memberi ruang luas
kepada publik untuk mengontribusikan pilihan-pilihannya kepada
pemerintah sebelum pengambilan keputusan.’® Proses analisis
kebijakan publik model “musyawarah” ini jauh berbeda dengan
model-model teknokratik karena peran analisis kebijakan “hanya”
sebagai fasilitator agar masyarakat menemukan sendiri keputusan
kebijakan atas dirinya sendiri.

Model deliberatif ini juga dikenal sebagai model kebijakan
argumentatif, yang merupakan model perumusan kebijakan dengan
melibatkan argumentasi-argumentasi dari pihak, atau dengan

mempelajari argumentasi-argumentasi tertulis dari berbagai pihak,

» John M Bryson, strategis Planning for Public and Nonprofit Organizations: A guide to
Strengthening and Sustaining Organization Achievement (Sanfransisco: Jossey Bass, 1995), 200.

® Wayne Parsons, PUBLIC POLICY Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan,
Terjemahan Tri Wibowo B. S (Jakarta : Kencana, 2006), 251.
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sebagai dasar perumusan. Model argumentatif atau deliberatik
dikembangkan dari keyakinan kaum Shopia di Yunani Kuno yang
menyakini bahwa kebenaran dapat dicapai melalui diskusi dan
perdebatan yang intens di antara para pihak. Di dalam model
deliberatif dibutuhkan peran dari publik, tanpa publik proses

kebijakan akan kering dan sangat berbau teknokratis

4. Pendekatan Implementasi Kebijakan
a. Implementasi Kebijakan Top Down

Menurut Meter dan Horn (Nugroho: 2008) implementasi
kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor
dan kinerja kebajikan publik. Diantara variabel yang mempengaruhi
kebijakan publik adalah (1) aktifitas implementasi dan komunikasi
antar organisasi; (2) karakteristik agen pelaksana/ implementor: (3)
kondisi ekonomi, sosial dan politik; (4) kecenderungan (dispotition)
pelaksana.

Sedangkan menurut Grindle dalam Wibawa (1994) mengatakan
bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan
konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah
kebijakan  ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan
dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementasi dari
kebijakan itu yang didalamnya meliputi : (1) kepentingan yang

terpengaruh oleh kebijakan; (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan;
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(3) derajat perubahan yang diinginkan; (4) kedudukan pembuat

kebijakan; (5) pelaksana program; (6) sumber daya yang dikerahkan.

b. Implementasi Kebijakan Bottom up

Implementasi kebijakan dengan pendekatan botfom up muncul
sebagai kritik terhadap model pendekatan rasional. Menurut Smith
dalam Islamy (2001) mengatakan bahwa implementasi kebijakan
dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model ini memandang
proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan adalah dari
prespektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat
pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan
dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran. Implementasi kebijakan
dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu (1) idealized policy yaitu pola
interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk
mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group. (2) target
group yaitu bagian dari policy stake holder yang diharapkan dapat
mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh
perumus kebijakan. (3) implementing organization yaitu badan-badan

pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.

5. Kebijakan Pendidikan
Kebijakan dalam dunia pendidikan sering disebut dengan
beberapa istilah yang hampir memiliki kesamaan.Diantara istilah itu

adalah perencanaan pendidikan (educational planning), rencana induk
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tentang pendidikan (master plan of education), pengaturan pendidikan
(educational regulatuion), kebijakan tentang pendidikan (policy of
education). Beberapa istilah di atas memiliki perbedaan dan penggunaan
yang berbeda pula. Pengertian tentang kebijakan pendidikan
sebagaimana diungkapkan Nugraha®’ yaitu sebagai kebijakan publik
yang berkenaan dengan pendidikan.Artinya bahwa kebijakan pendidikan
adalah berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur
pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup tujuan pendidikan dan
sebagaimana mencapai tujuan tersebut.
Sementara Mark Olsen dkk mengartikan kebijakan pendidikan
adalah “
Education policy in twenty-first century is the key to global
security, sustainability and survival...education policies are central
to such global mission...a deep and robust democracy at national
level requieres strong civil society based on norms of trust and
active response citizenship and that education is central to such a
goal. Thus, the strong education state is necessary to sustain
democracy at the nation level so that strong democratic nation-
states can buttress form of internastional governance.”®
Artinya bahwa kebijakan pendidikan sebagai kunci keunggulan,
bahkan menyangkut keberadaan bagi bangsa-bangsa dalam persaingan
global, Sehingga kebijakan pendidikan harus menjadi prioritas utama
dalam era globalisasi. Salah satu yang menjadi argumen utamanya adalah

bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang

memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan.

* Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan, 23.
2 Mark Olsen, John Codd, & Anne Marie O'neil, Educational Policy: Globalization, Citizenship
and Democracy (London: Sage, 2000), 1-2.
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Definisi Mark Olsen lebih merujuk pada kebijakan pendidikan
menjadi prioritas sebagai ujung tombak suatu negara dalam rangka
menghadapi perubahan global. Pengertian di atas menekankan pada
strategi kebijakan pendidikan yang lebih unggul.

Definisi yang berbeda juga dikemukakan oleh Margaret E Goertz :

...peningkatan menekankan pada kecukupan pendidikan dan

kepedulian publik atas biaya pendidikan yang tinggi merupakan

fokus pembuat kebijakan dengan perhatian pada efisiensi dan
efektivitas pengeluaran pendidikan...

Kebijakan pendidikan adalah menyangkut efisiensi dan efektifitas
anggaran pendidikan. Artinya kebijakan pada aspek proses dan
implementasinya, dimana harus melihat sumberdaya manusia, dana,
fasilitas dan manfaat kebijakan.

Pendapat Devine yang dikutip oleh Munadi dan Barnawi bahwa
kebijakan pendidikan memiliki empat dimensi kebijakan, yaitu dimensi
normatif, struktural, konstituentif, dan teknis. Dimensi normatif terdiri
atas nilai, standar, dan filsafat. Dimensi ini memaksa masyarakat untuk
melakukan peningkatan dan perubahan melalui kebijakan pendidikan
yang ada. Dimensi tersebut perlu dukungan dari dimensi struktural.
Dimensi ini berkaitan dengan ukuran pemerintah dan satu struktur

organisasi, metode dan prosedur yang menegaskan dan mendukung

kebijakan bidang pendidikan. Dimensi konstituentif terdiri dari individu,

¥ Margaret E Goartz, The Finance of American Public Education: Challange of Equity, Adequity
and Efficiency. Dalam Gregory J.C. Handbook of educational Policy (San Diego: Acedmic Press,
2001), 45.
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kelompok kepentingan dan penerima yang menggunakan kekuatan untuk
proses kebijakan.*

Sementara itu kebijakan pendidikan yang digunakan di Indonesia
seperti yang diungkapkan oleh Yoyon yaitu lebih banyak mmenggunakan
model analisis kebijakan politik yang didasarkan pada asumsi-asumsi
politis. Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator-indikator. Pertama,
ketidakjelasan dalam asumsi-asumsi yang digunakan terhadap
permasalahan-permasalahan pendidikan. Kompleksitas dan
heterogenitas, sifat dan situasi yang disebut sekolah selalu diidentikan
dengan pendidikan. Sehingga tidak heran manakala membicarakan
sistem pendidikan ternyata yang dibahas adalah sistem persekolahan.
Menganilisis kebijakan pendidikan yang dianalisis ternyata kebijakan
penyelenggaraan persekolahan. Akibatnya paradigma pendidikan yang
universal dipandang secara sempit dan lebih banyak adaptif daripada
inisiatif.

Kedua, dalam melakukan analisis kebijakan pendidikan kurang
kontekstual sebagai suatu kebujakan yang utuh dan terintegrasi secara
empirical, evaluative, normative, predictive yang memberikan pedoman
jelas bagi pengejawentahan formulasi, implementasi dan evaluasi
kebijakan. Sebagai suatu produk, kebijakan pendidikan tidak
diformulasikan berdasarkan elemen-elemen yang perlu diintegrasikan

secara “sinergi” bukan sebagai komponen yang “terdikotomi”. Artinya,

% Muhammad Munadi dan Barnawi, Kebiajkan Publik di Bidang Pendidikan (Jogjakarta:
Arruzmedia, 2011), 19.
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apakah rumusan-rumusan kebijakan pendidikan tersebut telah memenuhi
kriteria kebijakan yang utuh atau masih ada butir-butir yang lepas dari

ruang lingkupnya.®'

B. Program Akselerasi

1. Definisi Program Akselerasi

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional mengamanatkan tentang perlunya memberikan pendidikan
khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi dan kecerdasan
istimewa. Feldhusen (1994) dalam Arie Rusmiyati (2007) menyebutkan
bahwa anak berbakat adalah anak yang diidentifikasi oleh orang dengan
kualifikasi profesional. Anak-anak yang telah mampu menunjukkan
prestasinya dan atau berupa potensi kemampuan pada beberapa bidang
seperti: (1) kemampuan inteligensi umum; (2) kemampuan akademik
khusus (specific academic aptitude); (3) berpikir produktif atau kreatif;
(4) kemampuan kepemimpinan; (5) kemampuan di bidang seni; (6)
kemampuan psikomotorik.

Menurut U.S Oficce of Education sebagaimana dikutip oleh
Munandar bahwa yang dimaksud dengan siswa istimewa dan berbakat
adalah

“anak yang mampu mencapai prestasi yang tinggi karena

mempunyai kemampuan-kemampuan yang unggul, anak-anak

tersebut memerlukan program pendidikan yang berdiferensiasi dan
atau pelayanan diluar jangkauan program sekolah biasa, agar dapat

*! Yoyon Bahtiar Irianto, Kebijakan Pembaharuan Pendidikan (Jakarta: Rajawali Press, 2011),

45.
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merealisasikan sumbangan mereka terhadap masyarakat maupun
untuk pengembangan diri sendiri. Kemampuan-kemampuan
tersebut baik secara potensial maupun yang telah nyata, meliputi
kemampuan intelektual umum, kemampuan akademik khusus,
kemampuan berfikir kreatif-produktif, kemampuan memimpin,
kemampuan dalam salah satu bidang seni, dan kemampuan
psikomotor (olahraga).*

Menurut Mu'awwad Saamy dan Kholil Michelle berpendapat
bahwa :

Program Akselerasi adalah merupakan bagian dari program study
khusus bagi siswa yang cerdas dan berprestasi, dimana arah dari
program pembelajaran tersebut ditujukan pada percepatan tahun
pelajaran yang seharusnya ditempuh dengan masa pembelajaran
penuh sesuai urut perjenjang diringkas/dipercepat sesuai dengan
kemampuan & kecepatan siswa dalam menguasai materi
pembelajaran, tentunya hal ini khusus berlaku pada siswa yang
cerdas & berprestasi sehingga tugas-tugas pembelajaran di
sekolahpun berlipat ganda, walaupun demikian hal tersebut akan
menjadi penyemangat bagi mereka daripada mereka harus
menempuh masa pembelajaran yang ditepuh oleh para siswa yang
menempuh jenjang kelas biasa. Kerena hal tersebut akan membuat
para siswa yang cerdas/berprestasi merasa jenuh dan bosan dengan
tugas-tugas rutinitas yang ditempuh oleh siswa biasa yang seusia
dan seangkatan™.

Ada tiga bentuk pendidikan bagi anak CI/BI, yaitu: 1) akselerasi,
2) pengayaan, dan 3) pengelompokkan®. Sedangkan menurut Sousa®
pemadatan kurikulum (compacting) sebagai salah satu bentuk pendidikan

bagi siswa CI/BI. Akselerasi mengacu pada strategi pengajaran yang

membantu anak berbakat untuk lebih cepat dalam memahami materi

32 Utami Munandar, Pemamnduan Anakn Berbakat: Suatu Studi Penjajakan (Jakarta: PT Rajawali
Press, 1998), 6-7.

3 Mu'awwad Saamy, Kholil Michelle (1995). Daurul Usroti Wah Madrosati Wal Mujtama’i Fii
Iktisyaafi Wa Ri‘aayati Al-Mutafawwiqiin "Aqliyyan. Majallatu Ats-Tsaqoofah An-Nafsiyyah,
Markazu Ad-Diroosaat An-Nafsiyyah Al-Jasadiyyah, Lubnaan/Libanon, Jilid 6. Jumlah 21 Jilid,
63.

** Davis, G. A. Gifted Children and Gifted Education: a Handbook for Teachers and Parents
(Arizona: Great Potential Press, 2006), 67.

% Sousa, D. A. How The Gifted Brain Learns, 2nd ed (California: Corwin, 2009), 50.
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dalam kurikulum. Berbeda dengan akselerasi, bentuk pengayaan lebih
menekankan pada strategi pengajaran yang melebihi kurikulum standar,
tetapi tidak membuat anak mengalami percepatan  belajar.
Pengelompokan mengacu pada prosedur untuk mengumpulkan anak
berbakat bersama-sama dengan tujuan membantu perkembangan
akademik dan sosial-emosional mereka. Dalam pemadatan kurikulum,
strategi yang digunakan adalah mengurangi waktu siswa pada kurikulum
yang reguler, dan memusatkan pembelajaran pada materi-materi yang
dikuasainya. Yang penting dalam metode ini adalah adanya panduan
mengenai hal-hal apa saja yang harus dikuasai siswa, serta
mendokumentasikan apa saja yang sudah dikuasai oleh siswa setelah
dikaitkan dengan tujuan pembelajaran, serta persiapan materi untuk
mengganti materi yang telah dikuasai oleh siswa.

Davis (2006) mengemukakan beberapa bentuk akselerasi yang

ada, antara lain:

Bentuk akselerasi (1) Masuk TK/SD lebih awal; (2) Loncat
kelas,*;(3) Loncat pokok bahasan,”’ (4) Program teleskop,38(5)
Credit by examination.”” (6) Materi perkuliahan saat dibangku
sama. Di luar negeri, siswa yang memiliki kemampuan tinggi bisa
mengambil mata kuliah di perguruan tinggi yang nanti bisa diakui,

3% Sebuah program dimana seorang anak bisa saja naik kelas saat tahun ajaran sedang berlangsung,
atau langsung melewati satu kelas (dari kelas 1 langsung ke kelas 3 SD).

"Loncat pokok bahasan merupakan metode bagi siswa dengan kemampuan yang menonjol pada
salah satu bidang, seperti matematika. Metode ini memungkinkan siswa untuk tetap bersama
teman sebayanya sambil ia mengambil pelajaran lain bersama siswa kelas atas.

¥ Sebuah program yang biasanya dilakukan dengan memadatkan kurikulum, misalnya dari 3 tahun
menjadi 2 tahun. Misalnya pelajaran matematika selama 3 tahun dipadatkan menjadi 2 tahun.
Program teleskop ini bersifat individual dimana siswa merencanakan perencanaan belajarnya
bersama konselor.

** Di luar negeri, program ini berbentuk dibolehkannya siswa untuk mengikuti ujian suatu mata
pelajaran setelah ia mengikuti kursus mata pelajaran tersebut pada saat liburan. Nilai yang
diterimanya bisa diakui sebagai nilai dari mata pelajaran yang bersangkutan.
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(7) Masuk kuliah lebih awal, sebagai konsekuensi adanya
akselerasi dalam pelajaran, (8) Residential highschool, yang
merupakan sekolah berasrama yang disponsori oleh pemerintah
bagi anak-anak berbakat; (9) International baccalaurate (IB)
programs,” (10) Pencarian bakat (talent), adanya lembaga-
lembaga, biasanya di bawah payung perguruan tinggi yang mencari
anak-anak dengan kemampuan yang sangat menonjol pada bidang-
bidang tertentu untuk dilatih dan dikembangkan potensinya. Anak-
anak ini kemudian bisa mengalami percepatan pada mata pelajaran
tertentu hingga level peguruan tinggi. Contoh dari program ini
antara lain adalah Study of Mathematically Precocious Youth
(SMPY) yang dipelopori oleh Julian Stanley pada tahun 1971 di
John Hopkins University di Amerika Serikat*!
Adapun tujuan diselenggarakanya program akselerasi sebagaimana
dalam buku pedoman program akselerasi yaitu
1) Memberikan kesempatan pada peserta didik cerdas istimewa untuk
mengikuti program pendidikan sesuai dengan potensi kecerdasan
yang dimilikinya.
2) Memenuhi hak asasi peserta didik cerdas istimewa sesuai kebutuhan
pendidikan bagi dirinya.
3) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses pembelajaran bagi
peserta didik cerdas istimewa.
4) Membentuk manusia berkualitas yang memiliki kecerdasan spiritual,

emosional, sosial dan intelektual serta memiliki ketahanan dan

kebugaran fisik.

* Merupakan bentuk layanan pendidikan SMA dalam waktu dua tahun dengan jaringan
internasional. Pesertanya adalah siswa yang berada pada level 10 persen terbaik. Siswa yang
mengikuti program ini setelah mendapatkan rekomendasi dari guru, konselor, kepala sekolah yang
memeriksan rekaman akademik, perilaku, motivasi, kegiatan ekstrakurikuler, dan pernyataan siswa
*! Baca. Davis, G. A. Gifted Children and Gifted Education: a handbook for teachers and parents
(Arizona: Great Potential Press. 2006), 35.
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5) Membentuk manusia berkualitas yang kompeten dalam pengetahuan
dan seni, berkeahlian dan berketrampilan, menjadi anggota
masyarakat yang bertanggungjawab, serta mempersiapkan peserta
didik mengikuti pendidikan lebih lanjut dalam rangka mewujudkan
tujuan pendidikan nasional.*?

Sebagaimana diungkapkan oleh Abdullah An-Naafi'*® bahwa
program akselerasi akademik (Academic Acceleration) sebuah program
yang memberikan peluang bagi siswa yang cerdas/berprestasi untuk
menempuh periode pembelajaran dalam masa yang singkat dari periode
yang semestinya ditempuh oleh peserta didik pada umumnya.
Maksudnya adalah periode pembelajaran untuk jenjang Ibtidaiyah/SD
mungkin bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat 3 atau 4 tahun
dari masa yang semestinya ditempuh selama 6 tahun. Sedangkan untuk
periode pembelajaran jenjang Mutawassitha/MTs/SMP dan jenjang
Tsanawiyah/MA/SMA mungkin bisa ditempuh dalam waktu yang sangat
singkat kurang dari 6 tahun dari masa yang semestinya ditempuh selama
6 tahun. Hal ini disebabkan karena dimungkinkan siswa yang
cerdas/berprestasi tersebut telah menguasai materi pembelajaran secara
umum untuk jenjang  Mutawassitha/MTs/SMP  dan  jenjang

Tsanawiyah/MA/SMA.

* Depertemen Pendidikan Nasional, Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Peserta Didik
Cerdas Istimewa (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2009), 10.

3 Abdullah An-Naafi, AI-Muuhibah Wasaa atus Shifr, Majallatul Ma'rifah, 28 Jilid, Halaman 95-
96. Nopember 1997. Omaan , Al-Urdun/Yordania.
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Dan sangat dimungkinkan sekali siswa tersebut akan tuntas dan
selesai masa pembelajaran pada usia yang lebih muda dan masuk
perguruan tinggi pada usia remaja dengan demikian dia akan selesai
untuk periode perguruan tinggi di usia yang relatif muda juga tidak sama

dengan usia mahasiswa pada umumnya.

2. Penyelenggaraan Program Akselerasi

Penyelenggaraan program akselerasi sebagai upaya peningkatan
mutu pendidikan. Berbagai faktor banyak mempengaruhi dan sebagai
sub-sistem dalam pendidikan. Ada delapan faktor yang perlu
dipertimbangkan dalam menunjang tercapainya tujuan program
akselerasi yaitu: (1) Masukan (input), (2) Kurikulum, (3) Tenaga
Pendidik, (4) Sarana Prasarana, (5) Dana (biaya), (6) Manajemen, (7)
Lingkungan (8) Proses belajar mengajar.

Pertama, input siswa melalui tahap seleksi yang ketat dengan
menggunakan  kriteria  tertentu dan  prosedur yang  dapat
dipertanggungjawabkan yaitu:

a. Prestasi belajar dengan indikator: angka raport, Nilai Ebtanas Murni
(NEM) dan atau hasil tes prestasi akademik berada 2 standar deviasi
(SD) diatas mean populasi siswa.

b. Skor psikotes yang meliputi: intelegency quotient (IQ) minimal 125,
kreatifitas, tanggungjawab terhadap tugas (task commitment) dan
emotional quotient (EQ) berada 2 SD di atas mean populasi siswa.

c. Kesehatan atau kesempatan jasmani, jika diperlukan.
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Dalam model akselerasi pada hakikatnya merupakan pembelajaran
individual sehingga percepatan yang terjadi adalah akselerasi yang
dicapai oleh individu siswa. Sekolah memiliki kebijakan untuk
membatasi bidang studi yang diakselerasi misalnya terbatas hanya pada
bidang studi yang diujikan secara nasional saja. Dalam model ini
memberikan peluang untuk bidang studi IPA, Matematika, bahasa
Inggris, bahasa Indonesia. Setiap siswa melakukan akselerasi secara
individu sehingga dalam kelas inklusi ada variasi kecepatan belajar
secara perorangan.

Jika dalam pelaksanaan akselerasi individual ini memang terjadi
percepatan, maka guru harus segera melakukan dua kegiatan yaitu
melakukan pengayaan dan pemberian freatment khusus. Dua pilihan
tersebut dilakukan sebagai langkah lebih lanjut agar akselerasi individual
melalui model ini lebih menguntungkan.

Layanan pendidikan bagi siswa CI sudah seharusnya berubah
kepada paradigma yang lebih berorientasi pada kebutuhan dan karakter
siswa sehingga derajat kesulitan kurikulum maupun bobot pembelajarn
disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat keunggulan siswa.

Sebagaimana ditegaskan dalam perundang-undangan bahwa
layanan kelas akselerasi dilatar belakangi oleh tiga hal yaitu kebutuhan
pendidikan yang khusus, keadilan sosial dan kebutuhan sosial ekonomi.
Bagi mereka yang mempunyai alasan dari sudut pandang pendidikan

memandang bahwa pemberian layanan pendidikan merupakan cara yang
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paling mudah untuk menyelesaikan dengan kebutuhan dan
keunikannya.**

Menurut Jarwaan Fathi Abdurrohman, bagi siswa yang
cerdas/berprestasi  diperbolehkan menempuh program akselerasi
akademik (Academic Acceleration) selama 4 tahun masa pembelajaran
dari masa 6 tahun atau menempuh 2 tahun masa pembelajaran dari masa
3 tahun yang harus ditempuh oleh siswa yang duduk di kelas biasa.
Program Akselerasi Akademik (Academic Acceleration) merupakan
salah satu fenomena yang banyak diperbincangkan dan diperdebatkan
dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Dengan alasan bahwa mayoritas
para pendidik/guru dan wali murid meyakini bahwa program akselerasi
akademik (Academic Acceleration) tersebut telah membawa dampak
negatif bagi para siswa/peserta didik dalam bergaul, berkretaif dan
bermasyarakat®.

Program akselerasi dalam prespektif kependidikan Islam belum
dikenal saat Rasulullah mengemban amanah risalah kerasulannya, namun
demikian isyaratnya meyakini setelah diperoleh saat beliau menerima

satu ayat al-Qur'an Al- Bagarah ayat 148.
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* Eko Supriyanto, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Cerdas Istimewa, 108.

# Jarwaan Fathi Abdurrohman, Al-Majaaly, Majidah ( 2009 ), Atsaru At-Tasrii" Al-Akadiimy “Ala
At-Tahshil Ad-Diroosy Wat Takayyuf An-Nafsy Wal- Ijtimaai’ Al-Madrosy Lith Tholabah Al-
Musarriiin Fii Muhaafadhoti Omaan Lil A*'waam Ad-Diroosy, (Oman, Al-Urdun/Yordania, 28-26
Juli 2009), 127-153.
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dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap
kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di-
mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian
(pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala
sesuatu.

Ayat di atas juga dipertegas oleh surat Al Fathir ayat 32 yang

berbunyi sebagai berikut:
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Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih
di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang
Menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang
pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat
kebaikan dengan izin Allah, yang demikian itu adalah karunia yang Amat
besar.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan
berbagai macam perbedaan. dalam hal kecerdasan, Allah memberikan
beberapa kelebihan bagi sebagian orang, dalam hal ini adalah mereka yang
memiliki  kecerdasan  istimewa atau bakat istimewa. Untuk
mengembangkan potensinya maka diperlukan pendidikan yang bermutu
agar bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain.

Sementara menurut Qurais Shihab menjelaskan bahwa ayat ini (Allah)
telah membagi bagi sarana penghidupan mereka dalam kehidupan dunia,
karena mereka tidak dapat melakukanya sendiri dan kami telah

meninggikan sebagian dari mereka dalam harta benda, ilmu kekuatan dan
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lain-lain atas sebagian yang lain peninggian beberapa derajat, agar
sebagian mereka dapat saling tolong menolong dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya. Karena masing-masing saling membutuhkan dalam
mencari dan mengatur kehidupannya.*°

Sementara itu Surat Al-Baqarah ayat 286 menjelaskan bahwa Allah
tidak memberikan beban yang berat pada hambanya, melainkan sesuai
dengan kesangguanya. Dalam konteks pendidikan akselerasi yaitu program
akselerasi diperuntukan pada siswa yang memiliki kecerdasan istimewa
dan bakat istimewa. Sebagaimana dalam ketentuan yang telah ditetapkan
oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Oleh karenanya untuk masuk di
kelas akselerasi maka konsep “tidak membebani” adalah sesuai dengan

kemampuan siswa.
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Allah  tidak membebani  seseorang melainkan  sesuai  dengan
kesanggupannya. la  mendapat pahala (dari  kebajikan) yang
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang
dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau
hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah
Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau
bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah
Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.
Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah
Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir"

* Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, dan Kesam dan Keserasian Al Qur'an (Jakarta:
Lantara Hati, 2002), 561.
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3. Kurikulum Program Akselerasi
Desain kurikulum bagi program akselerasi didasari tiga yaitu desain
proses secara utuh dan bagaimana cara mengaitkan antar aspek,
penerapanya pada isi. Adapun kriteria materi yang dikembangkan untuk
membangun kurikulum sebagaimana diungkapkan oleh Baska*yaitu :

a. Apakah materi memang telah ditetapkan dan sangat penting untuk
dijadikan materi bagi siswa cerdas istimewa. Penetapan materi
dianggap penting atau tidak bukan didasarkan pada pandangan guru
tetapi kepentingan siswa maupun perkembangan keilmuan.

b. Apakah materi secara konsep memang kompleks yang dapat
menyumbangkan bagi kebermaknaan belajar bagi siswa cerdas
istimewa. Bagi siswa cerdas istimewa, mereka sangat gembira dengan
materi yang membawanya pada bentuk eksplorasi dan pengujian
dengan sudut pandang yang bervariasi.

c. Apakah materi terkait dengan dunia kerja atau riil masyarakat, sebab
bagi siswa akselerasi lebih menyukai atas materi yang memberikan
pemahaman mengenaii sistem sosial kemasyarakatan yang nyata.

d. Apakah materi telah dirancang secara efektif oleh guru. Guru harus
merasa nyaman dengan materi yang disajikan serta telah terlatih

dengan materi tersebut. Hal ini penting sebab siswa sering kali

7 Joy Van Tassel Baska, Comprehensive Curriculum for Gifted Learner (Waco Texas: Prufock
Press Inc, 20006), 45.
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mempunyai pengetahuan yang lebih dari materi yang disajikan oleh
guru.

Untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan anak berbakat
dan istimewa setidaknya ada beberapa kriteria yaitu (1) pengembangan
kurikulum diharapkan didasarkan pada karakter siswa baik secara
akademik maupun bidang keunggulan, (2) kurikulum diharapkan memuat
unsur materi akademik yang kuat, (3) kurikulum disusun dengan
mempertimbangkan materi secara tematik dan interdisipliner, (4)
kurikulum dikembangkan harus memiliki orientasi, (5) kurikulum harus
seimbang dalam unsur muatanya*®proses dan produk serta menguasai
model-model pengembangan kurikulum.

Menurut Kushartati yang dikutip oleh Ahmadi* ada tiga hal dalam
pendirian kelas akselerasi yaitu :

1. Kelas akselerasi bukanlah gagah-gagahan apalagi penangananya acak-
acakan tanpa memperhatikan kondisi psikologis anak.

2. Orang tidak harus lebih bergengsi jika anaknya masuk kelas akselerasi.
Sehingga menimbulkan dampak yang kurang baik, yaitu menghalalkan
segala cara asal dapat masuk kelas akselerasi.

3. Untuk menentukan anak berbakat bukanlah semata-mata dari nilai

akademik, hasil tes psikologi ataupun NEM yang tinggi dan juara

* Eko Supriyanto, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Cerdas Istimewa (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar. 2012), 72.

* 1if Khoiru Ahmadi dkk, Pembelajaran Akselerasi: Analisis Teori dan Praktik Serta
Pengaruhnya Terhadap Mekanisme Pembelajaran dalam Kelas Akselerasi (Jakarta: Pustaka
Prestasi, 2011), viii.
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kelas. Tetapi banyak faktor lain yang langsung maupun tidak

mempengaruhi kondisi siswa.

Pengembangan kurikulum berdiferensiasi dilakukan dalam upaya
memenuhi tuntutan dari karakter dan kebutuhan siswa CI+BI. Dengan
demikian diferensiasi terkait dengan kecocokan tingkat keunggulan dan
kerumitan kurikulum yang sesuai dengan kesiapan dan motivasi belajar
yang dimiliki siswa. Diferensiasi bukan saja sebatas pada kurikulum tetapi
juga dalam pengayaan dan perluasaan kegiatan siswa akselerasi.
Pengayaan tidak sebatas memberikan PR dan dilakukan dalam satu tipe.
Pengayaan menunjuk pada perluasan dari kurikulum untuk
mengembangkan pengetahuan, penerapan, ketrampilan berfikir dan sikap
menuju ke tingkat yang lebih kompleks. Tujuan utama diferensiasi
kurikulum adalah untuk merencanakan secara aktif dan secara konsisten

membantu semua siswa agar belajar maksimal.

Berdasarkan pada diferensiasi di atas selanjutnya ditentukan materi
kurikulum yang sesuai dengan siswa. Secara prinsip, penetapan materi
yang secara efektif dapat dijadikan sebagai materi kurikulum bagi siswa

akselerasi terkait dengan ketentuan sebagai sebagai berikut:

a. Materi memang dikumpulkan dan memenuhi rasa keingintahuan siswa
akselerasi dalam pengembangan keilmuan, memberikan peluang
kepadanya dengan belajar hal-hal baru serta ketrampilan yang mereka

butuhkan.
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Isi kurikulum memiliki tingkat kesulitan paling tidak dua tingkat di
atas rerata materi sebayanya.

Materi yang dipilih terfokus pada penerapan pengetahuan nyata.
Materi harus lebih unggul dari materi regular, mendalam dan
menuntut ketrampilan berfikir tingkat tinggi.”

Adapun alasan pengembangan kurikulum deferensiasi yaitu :
Kurikulum sekolah reguler yang saat ini dilaksanakan adalah tidak
cukup dan dalam banyak hal tidak sesuai dengan siswa CI.

Kurikulum standar kelas reguler yang diperlukan untuk dikembangkan
bagi siswa CI dilakukan dengan menata ulang daripada
menghilangkan sebagian materi.

Pengembangan kurikulum bagi siswa CI merupakan proses untuk
tujuan jangka panjang yang melibatkan penyesuaian atas kurikulum
yang telah ada maupun pengembangan kurikulum baru.

Kurikulum bagi siswa CI perlu adanya deiminasi secara luas dalam
lingkungan sekolah.

Kurikulum yang telah dirancang secara optimal bagi siswa CI dapat
mempunyai spektrum secara luas bagi banyak siswa secara

baik/berhasil.>"!

*% Joan F Smutny, Desaigning and Developing Programs for Gifted Students (California: Corwin

Press), 54.

*! Eko Supriyanto, Pengembangan Kurikulum, 214-215.
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4. Strategi Pembelajaran

Dalam pandangan Ann Carol Tomlinson>® diferensiasi merupakan hal
yang alami sebab pada dasarnya tidak ada siswa yang sama, selalu
memiliki heteroginitas dalam kelas. Karenanya perlakuan yang sama
dalam satu kelas (one size in class) seharusnya tidak terjadi. Demikian
juga terhadap siswa CI yang merupakan kluster tersendiri dalam populasi
siswa juga tidak mungkin diberlakukan layanan yang sama dengan siswa
reguler akibat keunggulan, karakter dan kemampuannya yang berada di
atas siswa reguler.

Pembelajaran sebenarnya bukan sekedar fegnical exercise dalam kelas
tetapi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru bersama siswa untuk
mengoptimalkan dan mengembangkan potensi siswa secara individual
sebagai bagian dari tanggung jawab selaku warga masyarakat™
Pembelajaran bagi siswa CI seharusnya menyesuaikan dengan kebutuhan
dan keunggulan. Kegagalan terhadap penyediaan pendidikan yang sesuai
dengan siswa CI selama ini karena banyak siswa CI yang tidak mencapai
prestasi sebagian besar disebabkan karena siswa CI tidak menemukan tipe
pembelajaran yang menantang. Banyak siswa CI hadir disekolah segera
menjadi bosan bahkan segera drop out (pushed out). Dalam penegasan dari

hasil penelitian dari UNESCO ditegaskan bahwa ketidaktersediaan

>2 Carol Ann Tomlinson. 2000. Leadership for Differentiating School & Classrooms (Alexandria:
ASCD), 127.
>3 Unesco, Chaging teaching practices using curriculum differentiation to respond to student’s

diversity (Paris: UNESCO, 2004), 69.
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layanan yang sesuai bagi siswa CI diakibatkan dari rendahnya penguasaan
guru dalam metodologi pembelajaran khusus CI.

Diharapkan dengan munculnya kesadaran untuk melakukan
penyesuaian dan mempertimbangkan karakter siswa CI harapan
munculnya pengembangan potensi siswa dan tidak terhambatnya
kemajuan belajar siswa CI dapat segera menjadi realita. Kepemilikan
wawasan guru tentang prinsip diferensiasi pembelajaran yang demikian
diharapkan dalam diri guru terjadi pengamatan dan refleksi diri tentang
apa yang diajarkan serta proses yag dijalani dalam kelas, apakah sudah
sesuai dengan kebutuhan siswa.

Walaupun sebenarnya peran guru tidak sepenuhnya bertanggung jawab
atas prestasi siswa namun pemberian peluang yang kondusif bagi
berkembangnya potensi kecerdasan siswa CI tetap menempatkan guru
sebagai penanggung jawab utama. Dalam konteks ini guru dapat
memberikan pula kesadaran tanggung jawab pada siswa atas
pembelajarannya sendiri melalui penciptaan kemandirian belajar, berfikir
kritis serta pemberian kesempatan untuk pengambilan keputusan.

Tuntutan hadirnya pembelajaran yang diferensiasi sesungguhnya
merupakan konsekuensi dari munculnya kurikulum diferensiasi yang
selama ini kita kenal, sehingga menjadi tidak banyak berfungsi ketika
kurikulum yang sudah didiferensiasi tidak dituntaskan dengan
pembelajaran diferensiasi pula. Diferensiasi sebenarnya bukan sekedar

langkah perubahan drastis sehingga sesuai dengan kebutuhan siswa,
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namun juga harus terjadi keberlanjutan sehingga seluruh sistem
pendidikan terjadi diferensiasi bukan hanya parsial misalnya hanya
diferensiasi dalam seleksi siswa CI dan kurikulumnya saja, tetapi
komponen lain juga harus menjadi hal penting yang harus diperhatikan
untuk menunjang diferensiensi tersebut.

Untuk menfasilitasi pembelajaran bagi seluruh siswa CI memang
dibutuhkan adanya penyesuaian dan modifikasi kurikulum maupun
pembelajaran agar selaras dengan kebutuhan siswa. Diferensiasi dalam
seluruh komponen pembelajaran tidaklah berarti melakukan diskriminasi
dan hanya mengajar kelompok tertentu dari siswa. Guru dianggap adil bila
menyediakan sejumlah ragam variasi pengalaman pembelajaran yang
sesuai dengan diferensiasi kebutuhan pembelajaran siswa.

Materi ajar dikategorikan sebagai materi tingkat tinggi setidaknya
memenuhi kriteria yaitu mampu mendorong siswa menjadi aktif, menuntut
siswa harus menggunakan tipe berfikir tingkat tinggi demikian juga harus
dilatar belakangi dengan pemahaman yang kaya dan mendalam dari siswa.
Walaupun patokan penentuan materi ajar adalah relatif karena sangat
tergantung format dan strukturnya pada siswa CI yang menjalani program
itu, namun secara umum paling tidak ada empat karakteristik materi ajar
yang diperuntukkan bagi siswa Cl. Adapun karakter materi ajar yang

dimaksudkan adalah:
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1. Bermakna secara implisit,
artinya struktur materi ajar membutuhkan siswa harus mencari
konteksnya secara logis dan dukungan informasi, sehingga materi ajar
tidak dalam bentuk matang tetapi perlu direncanakan dan dikaji. Dalam
konteks lain, materi ajar mensyaratkan untuk melengkapinya dengan
penugasan secara intelektual, mengidentifikasi konsep yang relevan,
menganalisis dan mensintesis serta mengevaluasi konsep untuk tujuan
kesimpulan yang logis. Atas dasar pemahaman tersebut maka materi
ajar dianggap mempunyai makna tersembunyi apabila:
a. Bermuatan ide penting dan kunci pemahaman yang tidak dinyatakan

secara kongkrit.

b. Tersatukan dalam simbol atau bermuatan bayangan.
c. Bermuatan bukti namun tidak ternyatakan dalam bentuk ekplisit.
d. Menuntut siswa untuk memahami secara logika dan analisis.

2. Ambigu.
Artinya bahwa materi ajar tidak hanya bermakna satu pengertian saja
tetapi multitafsir. Karakter seperti ini penting agar siswa CI
memutuskan mana yang dia pilih, difikirkan dan dipertahankan. Banyak
tafsir atas materi ajar adalah bagus namun tidak berarti materi ajar tidak
jelas / samar. Materi ajar akan bermuatan ambigu jika materi ajar
bermuatan image dengan multi makna, bermuatan nuansa pelik serta
bermuatan beberapa penafsiran yang sangat tergantung pada

konteksnya. Tak kalah penting adalah bahwa materi ajar harus
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menuntut siswa untuk berbekal pengetahuan awal atau pengalaman
personal untuk melakukan penafsiran sekaligus mengundang siswa
untuk menganalisis dan mengevaluasi terhadap tawaran yang diberikan
oleh guru.
3. Kompleksitas.
Menurut Byrnes J*materi ajar yang bercirikan komplek apabila
berisikan multi pemecahan. Dalam materi ajar ini kemungkinan
terdapat berbagai sumber relasi diantara unsur materi ajar sehingga
menuntut pada siswa untuk mengenali letak pola hubungannya. Karena
itu materi ajar komplek jika mempunya beberapa ciri sebagai berikut.
a. Multi komponen, multi sumber data dan multi konsep.
b. Multi relasi diantara variasi element.
c. Multi cara dalam mengarah pada pemahaman atau solusi.
Keberadaan materi ajar yang bercorak kompleksitas sangat

berguna untuk membantu siswa dalam belajar bagaimana mengelola
keragaman variabel, mengenali hubungan diantara variabel sehingga
mampu melihat urutan maupun ketidakurutan, membantu membuat
hipotesis dengan mengelompokan informasi sekaligus dapat
menyajikan pengetahuan dalam berbagai bentuk.

Dalam konteks ini diperlukan adanya bentuk format yang mudah
untuk difahami dan digunakan oleh guru sehingga penentuan materi

ajar yang harus dipilih oleh guru dapat mudah direalisasikan. Namun

> Byrnes J., Cognitive Development and Learning in Instructional Contexts (Boston: Allyn and
Bacon, 1996), 210.
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demikian langkah penetapan materi ajar tidak bisa langsung ditetapkan
sebelum menguji seperti apa asesmen sumatif dianalisis sehingga
diketahui apa fokus asesmen yang hendak dicapai. Kejelasan tujuan

asesmen akan mempengaruhi corak materi ajar yang harus dipilih.



